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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITISDAN HIPOTESIS

2.3 Kajian Pustaka

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang beulaggerus menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menikghkatesejahteraan rakyat
baik materil maupun spiritual. Untuk dapat mereailsan tujuan tersebut perlu
banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembang@adah satu usaha
untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atauraeggam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber dana yang betasalalam negeri berupa
pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembanguyemy berguna bagi
kepentingan bersama.

Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasyama lebih baik
dibutuhkan dana dalam pembangunan dan salah sabengsal dari pajak. Pajak
ialah iuran kepada kas negara berdasarkan Undatajignyang berlaku yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pert@rinPajak merupakan
salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembanguuran yang dibayar
rakyat kepada pemerintah akan dikembalikan lagia#ap rakyat melalui

pembuatan fasilitas-fasilitas umum.

2.1.1. Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negaila ddah pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan aten@nddang serta aturan
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pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adaityadana dari sektor
swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sakdgara (pemungut pajak
pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan perabiyamum pemerintah
dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baikin maupun

pembangunan.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, penfermamerlukan
dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan samya berasal dari
penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungodgak ada ditangan
pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajafidetapkan oleh
pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai bahan pembanding, penulis akan membebi&larapa definisi
mengenai pajak. Para ahli dibidang perpajakan nigmslkan pajak secara
bermacam-macam, namun definisi tersebut memilikidan tujuan yang sama.
Di bawah ini definisi pajak menurut beberapa ablpajakan.

Adapun definisi pajak itu sendiri Menurut Mardiasn(@006:1) adalah
sebagai berikut :
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas neardasarkan Undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapattijabal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunalkatuk membayar
pengeluaran umum.

Sedangkan Definisi pajak menurut Siti Req2003:1) adalah sebagai

berikut :
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Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagiarkekayaan ke kas
negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian peédbouatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebhgk&uman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapakstkan, tetapi tidak ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung,kumemelihara kesejahteraan
secara umum.

Sedangkan menurut Erly Suandy (2006:1) mendefimsigajak sebagai
‘pungutan berdasarkan Undang-undang oleh pemeyigtaiy sebagian dipakai

untuk penyediaan barang dan jasa publik’.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkahwza pajak adalah
pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menwerabkbagian dari
kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan déidg&nmendapatkan jasa

timbal secara langsung yang digunakan untuk mearalikesejahteraan umum.

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, an&kta juga perlu
mengetahui ciri-ciri pajak yang melekat pada dsfitersebut. Berikut ini penulis
akan memberikan pendapat dari beberapa ahli p&grajantang ciri-ciri pajak.
Menurut Mohammad Zain (2005:1@¥i-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusatpora pemerintah
daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta geleksanaannya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih damaber daya) dari
sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sealdgara (pemungut
pajak/administrasi pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keprluan payalan
umumpemerintah dalam rangka menjalankan fungsi petakan, baik
rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontrapsestindividu oleh
pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakoketm para wajib
pajak.
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5. Selain fungsi budgetair (anggaran) vyaitu fungsi ngia kas

negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menpambiayaan
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfusgshgai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dajpamdgan ekonomi
dan sosial (fungsimengattegulatif).

Sedangkan ciri-ciri pajak menurut Mardiasmo (20padalah sebagai berikut :

1. luran rakyat kepada negara.
2.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negamng gecara

Berdasarkan Undang-Undang.
langsung dapat ditunjukan.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, iyp&ngeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpubamwa definisi pajak

tidak terlepas dari karakteristik atau ciri-cirbagai berikut :

1.

2.

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yanggdatapat dipaksakan.

Tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi inldial oleh pemerintah.

Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintalatpo®upun pemerintah

daerah.

Pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umemepntah dalam

rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik mtpun pembangunan.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2006;9) secara garis besakpajemiliki fungsi

sebagai berikut :

1. Fungsi Finansialbudgetair)

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kemajegengan tujuan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negareerifeaan dari sektor
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pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaagara dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ktataun anggaran
1996-1997 jumlah penerimaan pajak mendominasi 6P&8dari total
penerimaan APBN atau 71,59 % dari penerimaan da&geri.
2. Fungsi Mengatu¢regulerend)
Fungsi mengatur berarti pajak digunakan sebagsi whtuk mengatur
masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupuiitipaengan tujuan
tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk memdapan tertentu dapat
dilihat dalam contoh sebagai berikut :
= Pemberian insentif pajak (misalnya@x holiday penyusutan dipercepat)
dalam rangka meningkatkan investasi baik invest@am negeri
maupun investasi asing

— Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertelatam rangka
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

- Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Bsi@amgh untuk
produk-produk impor tertentu dalam rangka melindyrgduk-produk

dalam negeri.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7) ada tiga macam sistemupgutan pajak,

yaitu :
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a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenkepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pggalg terutang oleh
Wajib Pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutimpada fiskus.
2) Wajib Pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat kgimtgpajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pgak) terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdagpada Wajib
Pajak sendiri.
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyettan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajakgybersangkutan) untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh \Wajiik.
Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya paghkgyterutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.
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2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan NildValue Added Taxpertama kali diperkenalkan
oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang indussridan konsultan pemerintah
Jerman pada tahun 1919. Pemerintah Indonesia maagadopsi sistem Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 1 April 198&iki menggantikan Pajak

Penjualan (PPN) yang sudah berlaku di Indonesak $ahun 1951.

2.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nitara lebih dalam,
ada baiknya kita mengenali dahulu pengertian tgnRertambahan Nilai, karena
masih banyak orang yang mengira bahwa yang dikeR&l adalah atas barang
atau jasanya. Mohammad Zain (2005: 8-1) mendefmisipertambahan nilai
sebagai berikut : “jumlah antara biaya yang dikedlaa dan tingkat laba yang
diharapkan dalam suatu proses produksi”.

Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk mesititan,
menyalurkan, dan memperdagangkan barang atauputen&an pelayanan jasa
membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagagkiatan produksi. Setiap
faktor produksi tersebut menimbulkan pengeluaramgy@namakan biaya. Semua
biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yaregjadi unsur pengenaan
pajaknya. Artinya proses pertambahan nilai selethbul karena adanya biaya-
biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku meniaang setengah jadi
sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap diiemgan tingkat laba yang

diharapkan.
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Dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nol&ifd 983 (Pada
saat Reformasi Pajak yang Pertama) Pajak Pertambiiiai (PPN) adalah
“Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suaavam®) Kena pajak yang
melalui proses produksi.”

Yang dimaksudkan dengan Pajak Pertambahan Nila Badang-undang
PPN No.18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatangakena pajak yang
melalui proses produksi maupun tidak, dimana bakara pajak merupakan
barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnyaatdé&erupa barang
bergerak maupun barang tidak bergerak.

Adapun dasar hukum yang berlaku dari Pajak Pedaarb Nilai (PPN)
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaitetatadiubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentajas Partambahan Nilai

dan berlaku sejak 1 Januari 2001

2.1.2.2 Fungs Pajak Pertambahan Nilai
Mohammad Zain (2007:134henyebutkan bahwa terdapat lima fungsi dari
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai bernku
1 Penerimaan Negara
Merupakan fungsi dan tujuan utama dari setia@kzanaan pemungutan
pajak, yang dipergunakan untuk membiayai pengetugemerintah salah

satunya.
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2 Membantu Pengusaha Kecil
Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjuahfasitau memberikan
jasa dibebaskan dari pengenaan pajak. Dengan dilkesnu pengusaha kecil
dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan let@mbantu pengusaha
kecil mengembangkan usahanya.

3 Mendorong Ekspor
Selanjutnya atas ekspor barang dikenakan tardikpagbesar 0%, bahkan
Pajak Pertambahan Nilai yang telah termasuk dakamgahbarang yang telah
diekspor, dapat dikembalikan. Hal ini sesuai dengramsip pengenaan pajak
atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasala@mdnegeri atau di
dalam Daerah Pabean. Karenanya atas barang yaag didonsumsi di
dalam negeri (diekspor), tidak dibebani pajak. Dasartimbangan lain
adalah agar dalam harga barang yang diekspoddild termasuk beban pajak
sehingga dengan demikian membantu menekan hargk fazicang ekspor
dan meningkatkan daya saingnya di pasaran intemasiSebaliknya atas
impor barang, dikenakan pajak yang sama denganuksodbarang dalam
negeri.

4 Pemerataan Beban Pajak
Melalui pengenaan PPN, subyek pajak yang terbebasttari Pajak
Penghasilan (PPh), secara tidak langsung menjadinggung pajak melalui
konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian belzgakpakan terbebani

pada setiap orang tanpa terkecuali.
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5 Mendorong Investasi
Dengan pembebasan atau pengembalian PPN ataehaer atau impor

barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

2.1.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai
Mulyo Agung (2009:6-7) membagi Pajak Pertambahdai NIPPN) dalam

tujuh karakteristik, yang antara lain sebagai herik

1 Pajak tidak langsung
Dikenakan terhadap orang atau badan yang harusngeangnya, tetapi
dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya,sgagara ekonomis beban
PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.

2 Pajak objektif
Mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajibankumembayar pajak
sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, baigkoberupa benda ataupun
objek lainnya.

3 Pemungutan PPNIulti Stage Levies
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap raatai jalur produksi dan
jalur distribusi yang menghasilkan nilai tambabh.

4 Non kumulatif atau tidak menyebabkan pajak ganda
Meskipun mempunyai karakteristimulti stage levies PPN tetap tidak
bersifat kumulatif. Hal ini dimungkinkan karena PRNengenal adanya
pengkreditan pajak masukan, sehingga PPN tidak pakam unsur harga

pokok barang atau jasa.
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5 Pajak yang terutang dihitung menggunakeedit method/invoice method
Sebagai bukti pemungutan PPN Pengusaha Kena R&#R) harus
menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungufaN.P

6 Tarif tunggal(single rate)

Pajak Pertambahan Nilai Indonesia hanya mengextal tarif yaitu 10 %,
kecuali untuk ekspor dikenakan tarif 0%.

7 Pajak atas konsumsi dalam negeri
Berdasarkan karakteristik inilah maka atas imparaBg Kena Pajak
dikenakan PPN sedangkan atas ekspor barang keala tdgk dikenakan
PPN. Prinsip yang digunakan adalah prinsip tempatah (destination
principle) yaitu pajak dikenakan di tempat tujuan barang gsa yang akan

dikonsumsi.

2.1.2.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Djoko Muldjono (2008:12) membagi dua mekanisme geeaan Pajak

Pertambahan Nilai, yaitu mekanisme PPN secara undam,mekanisme PPN
secara khusus.
1 Mekanisme PPN Secara Umum. Adapun bagian-bagiag yarmasuk

dalam mekanisme secara umum adalah sebagai berikut:

« Pemungutan PPN

Setiap pengusaha kena pajak yang menyerahkan B#&tang Pajak
(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut B&Npembeli

atau penerima BKP atau JKP yang bersangkutan seb@®adari Harga
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Jual atau penggantian, dan membuat Faktur Pajalagaebbukti
pemungutannya.

+ Pajak Keluaran (PK)
PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut pakam Pajak
Keluaran(Out Put Tax)bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual BKP
atau JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang habayali (hutang pajak).

+ Pajak Masukan (yang dapat dikreditkan)
Pada waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) di atas nkelakpembelian
atau perolehan Barang kena Pajak (BKP) atau Jasa Rajak (JKP)
yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut merupakak Masukan(In
Put Tax) yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di mekpanjang
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dieesebut
berhubungan langsung dengan kegiatan usahanyauéirpungutannya
berupa Faktur Pajak Standar atau diperlakukan.sama

% Penyetoran PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar
Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabildghrRajak Keluaran
(PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), nss{sihnya harus
disetor ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggaluldh berikutnya,
dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (P&B)hl besar dari
pada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebuatddiminta kembali

(restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak bemjeut
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¢ Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pa& diwajibkan

untuk melaporkan pemungutan dan pembayaran paja tgautang ke

Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambg&nggal 20 setelah

akhir Masa Pajak.
Mekanisme PPN Secara Khusus

Instansi pemerintah, badan-badan tertentu ditusg@ldagai pemungut

PPN. Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Baramg Rajak atau
Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN pada saat atesuipat tagihan
wajib membuat faktur pajak dan surat setoran pdfakia saat melakukan
pembayaran harga jual atau penggantian, Pemungjgk P&rsebut
‘“memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkdengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas namgasaba Kena pajak
tersebut dan melaporkannya kepada Kantor PelayRagk setempat. SSP
tersebut kemudian diserahkan kepada Pengusaha Rejak yang
bersangkutan. Pelaporan atas penyerahan kepadagentersebut di SPT
masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saatihpenagau

penyerahan.

2.1.2.50bjek Pajak PPN

Menurut Djoko Muldjono (2008:15) Pajak Pertambahidiai (PPN)

merupakan Pajak Obyektif, di mana pengenaannyandiiean atas obyek pajak,

baik obyek berupa barang dan jasa, ataupun obyekyl Dalam mekanisme
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pemungutan PPN, secara umum telah ditentukan b&sngusaha Kena Pajak

(PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena P8KR) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli atasepma BKP atau JKP

yang bersangkutan.

Dalam pernyataan tersebut terkandung beberapahistdn pengertian yang

senantiasa akan dipergunakan sehubungan dengaksgredan pemenuhan

kewajiban perpajakan (PPN) di perusahaan, yangealaia:

1.

2.

3.

Barang kena Pajak
Penyerahan Barang Kena Pajak
Jasa Kena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak
Mulyo Agung (2009:26) mengelompokkan Barang KenmlP&KP)

dalam barang berwujud (bergerak dan tidak bergedak) barang tidak
berwujud (merek dagang, paten, hak cipta, dll). &enbarang pada
prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (dikenak@N)Fkecuali yang
ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Pertambdtimai No.18 Tahun
2000, dan yang dikecualikan dalam Undang-UndangkFg¢rtambahan Nilai
No.18 tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yandili@mgsung dari

sumbernya. Contohnya saja: Minyak menfahude oil) Gas Bumi,
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Panas Bumi, Pasir dan Kerikil, Batu Bara sebeluntatii menjadi Briket,
Bijih.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutulthkeh rakyat
banyak. Contoh: beras, gabah, jagung, sagu, kedgleam beryodium
atau tidak beryodium.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, reastorumah makan,
warung, dan sejenisnya. (tidak termasuk yang digaraoleh usaha jasa
boga atawcatering

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Penyerahan Barang Kena Pajak.
Pengertian akan Penyerahan Barang Kena Pajak meMulyo
Agung (2009:26), termasuk dalam :

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena [seigdnjian (antara
lain jual beli, tukar menukar, jual beli dengan sungn).

2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu pemnasgava beli dan
perjanjian Leasing (Capital Leasg atau sewa guna usaha dengan hak
opsi), yang terutang PPN adalah penyerahan barangsgdangkan
penyerahan jasanya (jasa pembiayaan) tidak tertRBnhy

3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang graradan
Penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang.

4. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma atasdglena Pajak.

5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang metwyuan semula

tidak untuk diperjualbelikan, yang tersisa padat spambubaran
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perusahaan. (Khusus atas aktiva yang menurut tgemuula tidak untuk

diperjualbelikan, sepanjang PPN Masukan yang dipkrgpada saat

perolehannya dapat dikreditkan).

6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusatakeok cabang
(perwakilan atau kantor pemasaran) atau sebalildgya penyerahan
Barang Kena Pajak antar kantor cabang (dalam mathelalam wilayah
Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda).

7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi.

Adapun yang bukan Penyerahan Barang kena Pajakidék dikenakan

PPN adalah sebagai berikut:

a Penyerahan Barang Kena Pajak Kepada Makelar sehaggmi
dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagangmuxea
demikian, jasa makelar termasuk dalam Jasa Kerk.Paj

b Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utargng.

¢ Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusatkikcabang
atau sebaliknya dan antar kantor cabang, dalanbérada dalam
wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau bdedam
wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda tetabah
memperoleh ijin tempat pemusatan pajak terutany Oleektorat
Jendral Pajak.

Jasa Kena Pajak
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasar&kanperikatan atau

perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang fasilitas atau
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kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasrghasilkan barang

berdasarkan pesanan dengan bahan atau petunjukgeme

Pada prinsipnya semua jasa merupakan Jasa Kerna(B&R), kecuali yang

dinyatakan oleh Undang-Undang PPN itu sendiri, gang termasuk dalam

kelompok bukan Jasa Kena Pajak antara lain:

[EEN

10

11

12

Jasa pelayanan kesehatan medik.

Jasa Pelayanan Sosial.

Jasa Perbankan Asuransi, dan sewa guna usaha delgapsi.

Jasa di bidang keagamaan.

Jasa dibidang pendidikan.

Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telahnakiee pajak
tontonan.

Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.

Jasa di bidang angkutan umum didarat dan diair.

Jasa di bidang tenaga kerja.

Jasa di bidang perhotelan.

Jasa pengiriman surat dengan perangko.

Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka nesggerakan

pemerintahan secara umum.

. Penyerahan Jasa K ena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak yaitu setiap kegiatabgan Jasa Kena

Pajak, termasuk pemakaian sendiri dan pemberiara-cuma atas Jasa Kena

Pajak. Sama halnya dengan pemakaian sendiri atabgo@an cuma-cuma atas
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Barang Kena Pajak, pemakaian sendiri atau pembeuiaia-cuma atas Jasa Kena

Pajak juga harus dikenakan PPN.

Dalam Rangkaian Pasal 4 dan Pasal 16 C serta pagalUndang-undang

PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa objek PPN sejalariuari 1995 dapat

disusun sebagai berikut:

a)

b)

d)

f)

¢)

h)

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daé&abean yang

dilakukan oleh pengusaha.

Impor Barang Kena Pajak (BKP).

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabhagndijakukan oleh

pengusaha.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dariDaerah Pabean di
dalam Daerah Pabean.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Palbedalam Daerah

Pabean.

Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidakmakegiatan usaha atau
pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang lyasikkan digunakan

sendiri atau digunakan oleh pihak lain.

Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yangrmdujuan semula

aktiva terebut tidak untuk diperjualbelikan. Sepag Pajak Pertambahan

Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapatditkan.

27



2.1.2.6 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Subjek pajak atas objek PPN atas penyerahan Bafang Pajak (BKP)
atau Jasa Kena Pajak (JKP), penyerahan aktiva ,bdiasekspor Barang Kena
Pajak (BKP) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP)inHdiluraikan dengan jelas
pada Pasal 1 angka 14, 15, serta Pasal 3A ayata(l)ayat (2) UU PPN dan
PPnBM. Oleh karena itu, untuk mendalami subjek RitNperlulah kiranya kita
menilik pengertian pengusaha menurut Pasal 1 abgkaU No.18 Tahun 2000.
Adapun definisi pengusaha dalam Pasal 1 angka 14#&Jak Pertambahan Nilai
No0.18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

Pengusaha adalah orang pribadi atau badam deentuk apapun yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan gham@ngimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangananfaatkan barang
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukaaha perdagangan,
memenfaatkan barang tidak berwujud dari luar Dad?abean, melakukan
usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar DRetadan.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak, menurul Rasagka 15 UU Pajak

Pertambahan Nilai No.18 Tahun 2000 adalah sebaggaui:

Pengusaha Kena Pajak Adalah pengusaha yalakukan penyerahan BKP
dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan WU daR PPnBM, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetagkagan keputusan

Mentri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang mknoihtuk dikukuhkan
sebagai PKP.

Pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukaerpkay BKP atau
JKP di dalam Daerah Pabean wajib dikukuhkan selfalgRi, kecuali pengusaha
kecil yang batasannya ditetapkan dengan KeputusantrM Keuangan.
Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan Nomor:571/KMK003 tanggal 29
Desember 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 200tangnbatasan Pengusaha

kecil PPN, yang dimaksud dengan Pengusaha Kecialad@engusaha yang
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selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKRtdanJKP dengan jumlah
peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak ledrh@0.000.000,- (enam ratus
juta rupiah). Sedangkan menurut UU No0.36 Tahun 200&ngatur batas
peredaran usaha untuk dapat menggunakan normaipgggn penghasilan neto

dinaikan menjadi Rp.4.800.000.000,-

2.1.2.7 Kewajiban Pengusaha K ena Paj ak

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kegiatan usae;gusaha
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berdasdfleputusan Direktur
Jendral Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001 Tanggal 21uaeb2001 tentang jangka
waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, c@ta pengukuhan dan
pencabutan pengusaha kena pajak.

Berdasarkan Pasal 3A UU Pajak Pertambahan Nilai8Nd@ahun 2000,
pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKRiliki kewajiban di
bidang PPN vyaitu:

a Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wagmungut,
menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terut&egvajiban
pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dddélam Keputusan
Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ/200igdgal 21 Februari

2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaposaiha, tata cara
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pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukidranpencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan (5) Keputusanemipajak
Nomor:Kep-161/PJ./2001 tersebut ditetapkan bahwagisaha yang
memenuhi ketentuan sebagai PKP harus melaporkahamga untuk
dikukuhkan menjadi PKP sebelum melakukan penyerdbleR dan atau
JKP. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan speaigukuhan PKP
paling lama (tiga) hari kerja berikutnya setelahlaperan berserta
persyaratannya diterima secara lengkap.

Memungut PPN dan PPnBM terutang

Kewajiban memungut PPN ini diimplementasikan dalaojud PKP wajib
membuat Faktur Pajak atas setiap kegiatan penyerBR&® atau JKP di
dalam Daerah Pabean.

Menyetor PPN dan PPnBM terutang

Kewajiban seseorang PKP yang lainnya adalah megatorhasil
penghitungannya tentang PPN atau PPnBM yang teyudalam suatu saat
atau masa pajak. PKP menyetorkan pajak yang teyutdengan
menggunakan sarana SSP paling lambat tanggal &5 berikutnya setelah
berakhirnya masa pajak. Kecuali bila pada tangg@ebut merupakan hari
libur atau cuti bersama atau libur nasional, makaypmpaian SPT dilakukan

pada hari kerja sesudahnya.
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d Meéeaporkan PPN dan PPnBM terutang
Kewajiban PKP ini diwujudkan dengan pemenuhan kibagajpenyampaian
SPT masa PPN paling lambat tanggal 20 bulan besfutsetelah
berakhirnya masa pajak, kecuali bila pada tanggakebut merupakan hari
libur atau cuti bersama atau libur nasional, makaypmpaian SPT dilakukan

pada hari kerja sebelumnya.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatulmamenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalamgka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakaharapkan dengan
dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak dapaimberikan motivasi

positif, agar untuk masa-masa selanjutnya mengdui Ibaik.

2.1.3.1 Dasar Hukum Pemeriksaan
Untuk memberikan pengertian akan hak dan kewajjspajakan kepada
wajib pajak, sebaiknya pemeriksa pajak memahami kiak kewajiban
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yarakbgylang ditulis oleh Agus
Setiawan dan Basri Musri (2007:2Ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang
pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Tata cara pemeriksaan pajak: pasal 31 UU KUP, Kesjamt Menteri
Keuangan No. 545/KMK.04/2000, Jo PMK 123/PMK. @82
Tata cara penyegelan: Pasal 30 UU KUP, KEP-DJR3K&/PJ./2002

2.
3. Tata cara pemeriksaan sederhana kantor dan lapate@aDJP No.
741/PJ./2001 Jo PER-142/PJ./2005

31



4. Tata cara pemeriksaan lapangan: Kep-DJP No. 7220R1. Jo. PER-
123/PJ./2006

5. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan: Kep-DJPORA?J.7/1990 Jo
Kep 272/PJ./2002

6. Seri kebijaksanaan Pemeriksaan Pajak dengan SE-01.”

Dengan adanya ketentuan yang mengatur pemeriksajak, @uditor
Pajak dalam melakukan pemeriksaan harus mengaca gatentuan yang

berlaku.

2.1.3.2 Metode Pemeriksaan

Metode pemeriksaan dilakukan terhadap buku-bukiataracatatan dan
dokumen-dokumen. Adapun metode pemeriksaan yanglisdibleh Agus
Setiawan dan Basri Musri (2007:61) adalah sebagyaiu :

» Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur penaanksdengan
melakukan pengujian atas kebenaran angka-angkamndSRT, yang
langsung dilakukan terhadap laporan keuangan din, lmatatan, serta
dokumen pendukung. Pelaksanaan dalam metode skuitin sesuali
dengan program pemeriksaan yang terinci atas sgbigmeraca dan laba
rugi yang menjadi sumber utama atau berkaitan dergmka—angka
dalam SPT.

. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedorep&saan dengan
melakukan pengujian atas kebenaran angka-angkand&RT, yang
dilakukan secara tidak langsung melalui suatu peatda perhitungan
tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwabdeetangsung adalah
pemeriksaan melalui dokumen sumber dalam hal ikt jpendukung, buku,
catatan, dan dokumen. Sedangkan pemeriksaan demgaade tidak langsung

dilakukan dengan melakukan pengujian ke pendekataara penghasilan dan

biaya dengan kepemilikan harta atau aktiva gunaeemtekan kewajarannya.
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2.1.3.3 Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak

Pada dasarnya tujuan dari penghindaran pdjak avoidance)dan
penyelundupan pajakax evasion)adalah sama, yaitu sama-sama mengurangi
suatu beban pajak. Hanya saja penghindaran pajataladsuatu proses
pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekugengenaan pajak secara
legal. Legal yang dimaksud disini adalah tindakangysesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedang&ayelundupan pajak
merupakan suatu tindakan penghematan pajak yaaigudldn secara ilegal.

Terjadinya penyelundupan pajak menurut Mohammad 43005:51)

disebabkan karena empat faktor berikut ini :

a. Ketidaktahuan, yaitu wajib pajak tidak sadar aidak tahu akan adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajeissabut.

b. Kesalahan, yaitu wajib pajak paham dan mengertigmesi ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, tetah baling datanya.

C. Kesalahpahaman, yaitu wajib pajak salah menafsikkedéentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

d. Kealpaan, yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpaRkubbeserta bukti-

buktinya secara lengkap.”

Oleh karena itu, para perencana pemeriksaan p&aklaknya bersikap
lebih berhati-hati agar perencanaan pemeriksaak yang dibuat tidak dianggap
sebagai berpartisipasi, membantu atau bersekonighain perbuatan yang dapat
digolongkan sebagai tindak pidana. Karena tidalngaldatas yang jelas antara
penghindaran pajak dan penyelundupan pajak tersebut

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara penglandgajak (tax
avoidance)dan penyelundupan pajgkax evasion)dapat dilihat dari beberapa
definisi penghindaran pajak dan penyelundupan pdgak beberapa ahli antara

lain sebagai berikut :
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Menurut Harry Graham Balter dalam Mohammad Zai2005:49)
menyatakan bahwa :

Penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaig dilakukan oleh
wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mesggir atau sama sekali
menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuam lyerlaku sebagai
pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajs&dang penghindaran
pajak merupakan usaha yang sama, yang tidak melakgtentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

Sedangkan menurut Ernest R. Mortenson dalam MohanZiaia (2005:49)
menjelaskan bahwa:

Penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapematkan berkenaan
dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau mendgmiken diri dari pengenaan
pajak, sedang penghindaran pajak berkenaan dengagatpran sesuatu
peristiwva sedemikian rupa untuk meminimkan atau ghgangkan beban
pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akkiaat pajak yang
ditimbulkannya. Oleh karena itu, penghindaran pajadkak merupakan
pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatasatddsimpulkan bahwa
penghindaran pajak adalah cara yang dilegalkan detentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan sehingga dapat diatkah oleh wajib pajak
dalam melaksanakan perencanaan pajak yang bertmeagusun perencanaan

untuk menentukan jumlah pembayaran pajak penghasiang ditransfer ke

pemerintah menjadi efektif dan efisien.

2.1.3.4 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Sikap mental wajib pajak yang selalu berusaha umekghindari pajak
atau membayar pajak lebih kecil dari yang sehamsmgrupakan kendala utama

yang dihadapi oleh aparat perpajakan di dalam patedan sistem perpajakan
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nasional. Dalam pelaksanaannya yang berhak mengadaémeriksaan pajak
adalah pegawai dilingkungan Direktorat Jenderab®P@pJP), yang diberi tugas
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakarergesaman dibidang
perpajakan untuk keperluan pemeriksaan.Petugas rigsmeharus dilengkapi
dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang Hgredihatkan kepada wajib
pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga |l sebagai sarana
pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Definisi Pemeriksaan yang dijelaskan Pada Peratianteri Keuangan
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 gyan(@ berbunyi:

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan hilepgn dan mengolah data,
keterangan, daya/atau bukti yang dilaksanakan aetarektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk meggpgituhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan laiardatangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan definisi Definisi Pemeriksaan menurut Kirnia dan Ely

Suhayati (2008:10) adalah Sebagai berikut:

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk anemeengumpulkan,
mengolah data dan keterangan lainnya, untuk merggatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalemgka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwaep&saan dilakukan

guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adal melakukan

penghitungan dan pembayaran pajak terutangnya.
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2.1.3.5 Tujuan Pemeriksaan

Tujuan yang terutama dari pemeriksaan pajak adamigujian kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanyaliban-kewajiban
perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajatmasuk di dalamnya tidak
terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pmmgotpajak. Tujuan
pemeriksaan menurut Pardiat (2008:6) adalah sebagéut:

a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakatamdarangka
memberikan kepastian hokum, keadilan dan pembikepada Wajib Pajak,
yang dapat dilakukan dalam hal :

1. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayarajak,
termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahukelebihan
pajak.

2. Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan mé&kan rugi.

3. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau dis&apaidak tepat
pada waktu yang telah ditetapkan.

4. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria selgdsg ditentukan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain keveayilbersebut pada
butir (3) tidak dipenuhi.

b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuaatdtan Perundang-
undangan perpajakan yang dapat dilakukan dalam hal
1. Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabata

2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
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3. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak

4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.

5. Pengumpulan bahan, guna penyusunan Norma Pengitung
Penghasilan.

6. Pencocokan data dan atau keterangan.

7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil.

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajaknftgahan Nilai.

9. Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undaRggpajakan

untuk tujuan lain selain angka (1) sampai dengakag).

2.1.3.6 Jenis Pemeriksaan

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemaaiRspajak dapat
dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaannya. uldg@mis-jenis pemeriksaan
dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomorl@P-J.7/2004 tentang
kriteria pemeriksaan adalah sebagai berikut:
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Bukti Permulaan

B W o=

Penjelasan dari pernyataan diatas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifait yang dilakukan
terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pdmantnak dan

kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.
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Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apaSimat Pemberitahuan
(SPT) tahunan pajak panghasilan wajib pajak oaganigadi dan Badan
terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteseleksi. Pemeriksaan
kriteria seleksi difokuskan terhadap wajib pajakgaikategorikan sebagai
wajib pajak Besar dan Menengah baik skala nasiaegional maupun
lokal.
Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan anasise (risk based audit)
terhadap data dan informasi yang diterima. Analisi&o adalah kegiatan
yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhasjib pajak yang
berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajakté&ena pada wajib
pajak dengan risiko tinggi yang dihitung dari paigrenerimaan pajak yang
masih bisa digali.
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Ipekthulaan tentang
adanya dugaan teah terjadi tindak pidana di bidaegpajakan. Bukti
permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti bagtddegan, tulisan, atau
benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugedmahwa sedang

atau telah terjadi suatu tindak pidana.
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2.1.3.7 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemerikdaksaeakannya

berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Pajak yang téggdpdian Undang- Undang

perpajakan yang berlaku, serta Ketentuan Umum déen Tara Perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2003:50) menjelaskan “pelaksana@emeriksaan pajak

didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak, yangutheéPedoman Umum

Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksgak dan Pedoman

Laporan Pemeriksaan Pajak.”

Pedoman Pemeriksaan Pajak yang tertuang dalam Sigpilitusan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.545/KMK2aD00 Tentang Tata

Cara Pemeriksaan Pajak terbagi dalam 3 kelompaokaytgaitu:

a.

“ Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagjautaer
Pemeriksaan dilaksanakan di pemeriksa pajak yafah tenendapat
pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterdenpi sebagai
pemeriksa pajak.

Pemeriksa pajak harus bekerja dengan jujur, begtamg jawab, penuh
pengabdian, bersikap independen, objektif, danstsgaa menghindarkan
diri dari perbuatan yang tercela.

Pemeriksaan harus dilakukan untuk pemeriksa paagah menggunakan
keahlian secermat dan seksana serta memberikanagamipang sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Temuan hasil pemeriksaan ditugaskan dalam kertga pemeriksaan
sebai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaak. paja

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak aéaladai berikut :
Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persigoam baik, sesuai
dengan tujuan pemeriksaan, dengan mendapat perajawasg seksama.
Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjol y#eroleh yang
harus dikembangkan melalui pencocokan data, pertgamalanya
jawab,dan tindakan lain berkenaan dengan pemenksaa

Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harusadidas pada temuan
yang kuat dan berkaitan,dan berdasarkan keteneratupan Perundang —
undangan Perpajakan yang berlaku.

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah s&eagat :

Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rincgkam dan jelas,
memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemanksemuat
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kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung temutan bukti yang

kuat. Tentang ada atau tidak adanya penyimpangaad&p peraturan
perundang-undangan perpajakan,dan memuat pula pgkepan

informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaaterkaan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengangupgkapan
penyimpangan seperti harus memperhatikan kertag kmmeriksaan
antara lain mengenai :

Berbagai faktor perbandingan

Nilai absolut dari pertimbangan

Sifat dari penyimpangan

Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan

Pengaruh penyimpangan

Hubungan dengan permasalahan lainya.

Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh rdgdétiag lengkap dan
rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

oA WNE

Berdasarkan penjelasan di atas Pelaksanaan pea@riksjak didasarkan
pada pedoman umum pemeriksaan pajak berlandaskankptentuan umum dan
tata cara perpajakan . Apabila terdapat perhitupgaia besarnya pajak terutang,
meburut laporan Pemeriksaan pajak yang digunakbagse Dasar Penerbitan
Surat Ketetapan Pajak tersebut berbeda dengan Bemaberitahuan, maka akan

diberitahukan kepada Wajib Pajak.

2.1.3.8 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Salah satu cakupan dalam melakukan pemeriksaamhaga¢éngetahui

ruang lingkup pemeriksaan pajak.

Menurut Siti Rahayu dan Ely Suhayati (2007:61) jelaskan bahwa

ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

1. “Pemeriksaan Lapangan

a) Pemeriksaan Lengkap

b) Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Pemeriksaan Kantor”
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Adapun penjelasan dari pernyataan diatas sebaghiibe
Pemeriksaan Lapangan
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajijakpaitempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempagalingajib pajak atau
ditempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jeat®ajak. Pemeriksaan
Lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seljeals pajak untuk tahun
berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang diipatakan sebagai
berikut :
a) Pemeriksaan Lengkap
Dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk kerjasaperasi (KSO) dan
konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis papaikk tahun berjalan
atau tahun-tahun sebelumnya.
b) Pemeriksaan sederhana Lapangan
Dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, bebempa seluruh jenis
pajak secara terkoordinasi antar seksi oleh kegaidor unit pelaksana
pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atdwnt@hun
sebelumnya.
Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakigkbadap wajib pajak
di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dagdipuati suatu jenis pajak
tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahahun sebelumnya yang
dapat dilaksanakan melalui Pemeriksaan SederhaniKatau Pemeriksaan

dengan Korespondensi.
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2.1.3.9 Pemeriksa Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan ada pihak—pihak yalaf) @ tugaskan
untuk melakukan pemeriksaan. Dalam Peraturan Ment€euangan
Nomor.5199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemenkd2@ak menjelaskan
bahwa:

Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil diklimgan Direktorat
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk @lgbktur Jenderal Pajak,
yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawalukumbelaksanakan
pemeriksaan.

Sebagai pemeriksa pajak harus mempunyai Tanda RanBemeriksa
Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor/FNK.03/2007 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak menjelaskan bahwa :

Tanda Pengenal Pemeriksaan Pajak adalah tandangéngag diterbitkan
oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukihw@ orang yang
namanya tercantum pada kartu tanda pengenal térsebagai Pemeriksa
Pajak.

Pengertian Surat Perintah Pemeriksaan Pajak meReraturan Menteri
Keuangan Nomor.5199/PMK.03/2007 tentang Tata Caemdfiksaan Pajak
menjelaskan bahwa :

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalaht perantah untuk melakukan
Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenWevajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangkiksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pksaepajak adalah
tenaga yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderajal dan memiliki Tanda

Pengenal Pemeriksa Pajak yang telah diberi Sunant®e Pemeriksaan Pajak

untuk melakukan Pemeriksaan Pajak.
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2.2.3.1 Nor ma- Nor ma Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan harus melakukan peraanayang baik
sebelumnya yang kemudian melakukan pemeriksaansesgi dengan Undang-
Undang pemeriksaan pajak dan norma-norma pemenikBagikut norma-norma
pemeriksaan menurut Siti Rahayu dan Ely Suhay@08267-69):

1. “Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeiagak dalam
pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan :

a. Pada waktu melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajais tmemiliki
tanda pengenal pemeriksa pajak dan dilengkapi teSgeat Perintah
Pemeriksaan Pajak (SP3).

b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara t®ielpada wajib
pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan.

c. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan kepada wajibkpggang akan
diperiksa tentang maksud dan tujuan pemeriksaan.

d. Hasil Pemeriksaan dituangkan ke dalam Kertas Kegmeriksaan
(KKP).

e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaggak FLPP)
berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP).

f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara terkeipada wajib
pajak tentang hasil pemeriksaan, berupa hal-haj yembeda untuk
ditanggapi oleh wajib pajak.

g. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan petunjuk kepealib pajak
mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatanpelamjuk
lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakam,egla tahun-
tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketegang berlaku.

h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, tamateatatan
dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam danibwpajak
paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan.

i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepadéek gdia yang
tidak berhak segala sesuatu yang berkaitan deregaerijksaan.

2. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemerdfak &alam rangka

Pemeriksaan Kantor :

a. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa pajak dengamgguaakan
surat panggilan yang ditandatangani oleh pejabag y@erwenang,
memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Dekt Jenderal
Pajak (DJP) untuk datang ke kantor DJP yang ditunju

b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada wagilakpyang
akan diperiksa mengenai maksud dan tujuan pemarnksa

c. Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Kertas Kéwganeriksaa
(KKP).
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d. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksagak FLPP)
berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan.

e. Pemeriksa Pajak wajib membeitahukan secara tetkelmda wajib
pajak mengenai hasil pemeriksaan berupa hal- img) parbeda antara
Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan.

f. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada wagdyak
mengenai penyelenggaraan pembukuan dan pencattapetlinjuk
lainnya, agar pemenuhan kewajiban perpajakan datdmn-tahun
selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuenbexlaku.

g. Pemeriksa mengembalikan buku- buku, catatan-cat@amdokumen
pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajakngalama 7 hari
sejak selesainya pemeriksaan.

h. Dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa  pajak dilarang
memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berbagala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya olgtb\wajak.

Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak

a. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajaituku
memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tgstegenal
pemeriksa pajak.

b. Wajib Pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajakuku
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuaergesaan.

c. Dalam hal pemeriksaan kantor, wajib pajak wajib raeuahi
panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sdsngan waktu
yang ditentukan.

d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjamatkubauku,
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlulkatuk
kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangam dangka
waktu paling lama 7 hari sejak tanggal surat petaain. Wajib Pajak
berhak meminta kjepada pemeriksa pajak rincian ybexdkenaan
dengan hal- hal yang berbeda antara hasil pemarkdangan surat
pemberitahuan.

e. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasanTim
Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pemnegjp pajak
dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib @dgdk Tim
Pemeriksa.

f.  Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangant gp@ayataan
persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seldrail pemeriksaan.

g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menendatanganiabacara Hasil
Pemeriksaan apabila hasil pemeiksaan tersebut tatalk tidak
seluruhnya disetujui.

h. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atmilgian atas
pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa PajEunpengisian
formulir kuesioner pemeriksaan pajak.

i. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajadjib w
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalaml @8s UU
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no.6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara afdEgn
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Noa®8iiT 2008.
4. Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaks&emaariksaan

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau peliteriksa pajak.

b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Direktorat Jehdeajak, di
kantor Wajib Pajak, di kantor lainnya, di pabrik,teémpat usaha, di
tempat pekerjaan bebas, di tempat tinggal wajilkpatau ditempat
lain yang ditentukan oleh DJP.

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, apahiandang perlu
dapat dilanjutkan diluar jam kerja.

d. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja dPiksaan
(KKP).

e. Laporan pemeriksaan pajak disusun berdasarkan KekKarja
Pemeriksaan (KKP).

f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disemgjib pajak
atau kuasanya, dan dibuatkan surat pernyataanntemersetujuan
dan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersamgkuatau oleh
kuasanya.

g. Terhadap temuan sebagai hasil pemeriksaan lengkap tydak atau
tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilkkn pembahasan
akhir hasil pemeriksaan, dan dibuatkan berita deasd pemeriksaan.

h. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkaat ketetapan
pajak dan surat tagihan pajak, kecuali pemeriksidanjutkan dengan
tindakan penyidikan.

Pemeriksa Pajak harus melakukan pemeriksaan paalais dengan
norma-norma yang mengatur tentang pemeriksaan.fgdiap jenis pemeriksaan

ada norma yang mengaturnya.

2.2.3.2Produk dari Hasil Pemeriksaan

Penggunaa®elf Assessment Systdalam pemungutan pajak di Indonesia,
menimbulkan kepercayaan penuh terhadap wajib pajatuk melakukan
perhitungan sendiri besarnya pajak yang terutangwdkban perpajakan
material), membayar atau menyetorkan sendiri danlapuekan sebagai

pertanggungjawaban (kewajiban perpajakan forma)j tindakan menghitung
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dan menyetor sendiri sebagai bentuk kepercayaarmy yhiperikan Undang-
Undang perpajakan pasal 12 ayat (1).

Undang- Undang pajak 2006 ketetapan Umum Perpajpiaal 12 ayat
(1) berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib Pajalibvenembayar pajak terutang
berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- unddPggoajakan, dan tidak
menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak ”.

Produk Hasil Pemeriksaan Pajak Menurut Pardiat §2®1) dibagi

menjadi dua, yaitu:

1) Usulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak
2) Usulan Penyidikan

Penjelasan dari pernyataan di atas adalah sebagauto:
A. ~ Usulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SK&)g terdiri dari :
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBRKBT
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
B. Usulan Penyidikan :
1. Kemungkinan ancaman Pasal 38 KUP

2. Kemungkinan ancaman pasal 39 KUP

2.1.4 Pengihan Pajak
2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak
Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentarga@ihan Pajak

dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat (9), Penagihdndeijh:
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serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melutaag pajak dan biaya
penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkeiaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukeat Baksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakgangeraan, menjual
barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Moeljo Hadi (2001:2), menyatdkamva Penagihan

Pajak adalah ‘serangkaian tindakan dari aparatuekRirat Jenderal Pajak,

berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagitau seluruh kewajiban

perpajakan yang terutang menurut undang-undan@jpéem yang berlaku’.

Apabila pengertian penagihan pajak tersebut disihebdih lanjut, maka

dapat dibagi menjadi 4 unsur :

a. Serangkaian tindakan

Serangkaian tindakan dimaksud bahwa penagiharutidektahap demi tahap
dari diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, S&atintah melakukan
Penyitaan dan permohonan untuk waktu, tempat, tangglan pelelangan
pada Kantor Lelang Negara.

Aparatur Direktorat Jenderal Pajak

Aparatur Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksiahi Jurusita Pajak negara
yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukaiaht mendapat
pendidikan khusus, diangkat serta telah disumpé#ih lelahulu sebelum
bertugas.

Wajib Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh

Wajib Pajak tidak melunasi sebagian/seluruh keyaaji perpajakan yaitu

utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tad#agak), SKPKB (Surat
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dan SKPKBT (Suraetégtan Pajak Kurang
Bayar Tambahan).

d. Menurut Undang-undang Perpajakan
Menurut Undang-undang Perpajakan ialah Undangam&iiomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara PerpajakanUts@ang-undang

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dedgian Paksa.

2.1.4.2 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentaremtuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 18 ayat 1 ma&agabahwa “Surat
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang BaSarat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan PembetSlarat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jupalalk yang harus dibayar
bertambah, merupakan Dasar Penagihan Pajak”.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2001:7), Dasar PerayiRajak terdiri
dari :
1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukgmaa pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atavadéhaat Tagihan Pajak
dikeluarkan apabila :

a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak ateanky dibayar.
b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdagakurangan

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dansatah hitung.
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Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupaddedan atau
bunga.

Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undalagg Pajak
Pertambahan Nilai dan perubahannya tetapi tidalapoekan kegiatan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Ké¢aila Pa
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaiea Kajak tetapi
membuat Faktur Pajak.

Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PengusataaRajak tidak
membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajaitétiek tepat

waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah suratdgen pajak yang

menentukan besarnya jumlah pajak yang terutanglajurkredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besasagpéisi administrasi,

dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat Ketat#aak Kurang Bayar

diterbitkan apabila :

a.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keteraagatetnyata jumlah
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan seteldgudt secara
tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu mensuutt teguran.
Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBMatartidak
harus dikompensasikan selisih lebih pajak atauktidaharusnya

dikenakan tarif 0%.
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d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatéitiak
dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarm@ayakpyang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBRKBT
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adailal ketetapan
pajak yang menentukaan tambahan atas jumlah pajad telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbapabila :

a. Berdasarkan data baru dan atau data yang semulen defungkap,
menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalah kaietapan
pajak sebelumnya.

b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkaja gadt penerbitan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Deigamkian
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dajeabitkan lebih
dari satu kali.

Adapun contoh dari Surat Ketetapan Pajak KurangaB&Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihilaped pada lampiran 7

2.1.4.3 Daluwar sa Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006;40hak untuk melakukan penagihan pajak,
termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya pemaglaluwarsa setelah lampau
waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnyakpajau berakhirnya Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yarsaigkutan. Saat daluwarsa
penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi $teggga hukum kapan utang

pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
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Daluwarsa penagihan Pajak dapat melampaui 10 t@bainila :
1. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Daldnsdyzerti ini, daluwarsa
penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampBiaat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baikjdang maupun tidak
langsung. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utga§ gangan cara :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan npgean
pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tepgrobayaran.
Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejakgdgal surat
permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pagakgditerima
oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan. Dalanseperti ini,
daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal sutaera¢an Wajib Pajak
diterima.

c. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian p&jagnya. Dalam
hal seperti ini, daluwarsa penagihan pajak dihitwsgjak tanggal

pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

2.1.5 Surat Paksa

Pasal 18 UU No0.19 tahun 2000 tentang Ketentuan UmlamTata Cara
Perpajakan menyebutkan bahwa dasar dari penagdjak gdalah besarnya pajak
yang harus dibayar berdasarkan SKPKB, SKPKBT, S(eautusan Pembetulan,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kalmerdan Putusan banding,

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibaygarbbah.
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2.1.5.1 Pengertian Surat Paksa

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentargagihan Pajak
dengan Surat Paksa Pasal 1 ayat 12, pengertianFaksa adalah “surat perintah
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajakk&elaan Surat Paksa ini
akan dilakukan oleh seorang Jurusita Pajak yara tdididik dan disumpah”.
Apabila Wajib Pajak telah menerima Surat Paksa,anfansekuensi hukumnya
adalah wajib pajak harus melunasi utang pajaknyandavaktu 2x24 jam, dan
apabila tidak diindahkan maka akan dilakukan timgalkenagihan berikutnya
berupa penyitaan terhadap barang bergerak maupandotidak bergerak milik
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetsgrtulis dari
pejabat pajak tertentu yang berwenang yang mempui@yeecutioral titel”
(artinya berkepala “Demi Keadilan berdasarkan Katam Yang Maha Esa”,
sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti goutueakim) yang
mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Bahasa Belanda Kracht Van
Gewijsdeartinya tidak dapat ditentang lagi dengan jalakunu apapun, tidak
dapat diajukan banding atau kasasi), yang mengangdarintah kepada Wajib
Pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksantiwkumembayar lunas pajak-
pajak yang disebut dalam Surat Paksa itu dalamk@mgaktu yang ditentukan
dalam Surat Paksa itu, dengan ancaman sita appbitabayaran itu tidak

dilakukan.
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2.1.5.2 Tujuan Penagihan Dengan Surat Paksa
Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 ngnRenagihan
Pajak dengan Surat Paksa Pasal 8 ayat 1, Surat Biadebitkan apabila :
a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak daradegtya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatansateat lain yang sejenis ;
b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan pemageketika dan
sekaligus; atau
c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaiteecantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan ysaaajak.

2153 Kekuatan Hukum Surat Paksa

Kekuatan Hukum Surat Paksa tercantum pada Undad@rgnNomor 19
Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan SuraaRRdsal 7 ayat 1 yang
berbunyi :

“Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERSARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksetarial dan
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengaditntelah mempunyai
kekuatan hukum tetap”.

Maksud dari pernyataan diatas, yaitu memberikdtu&imn eksekutorial
serta memberi kedudukan hukum yang sama deggasse akteyaitu putusan
pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatdtunmutetap. Dengan
demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakapat bantuan putusan

pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.
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Menurut kamus hukum, Surat Paksa disebut sebBgeate Executie
(Bahasa Belanda) adalah pelaksanaan yang langsuma tmelewati proses
(pengadilan atau hakim), sedangkan pengertxecutie itu sendiri berarti
pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan yaimdpéekekuatan hukum tetap
atau pelaksanaan secara paksa dokumen perjanjin dipersamakan dengan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukwap tdokumen eksekutorial).

Dilihat dari segi material, baik dengan jalan asasana hukum apapun,
Surat Paksa yang telah diberitahukan atau disampakcara resmi pada wajib
pajak tidak dapat ditentang. Tetapi, apabila dilidari segi formalnya, Surat
Paksa dapat ditentang dalam hal sebagai berikut :

1. Surat Paksa tidak disampaikan atau diberitahuk&h sleorang petugas
Jurusita Pajak yang telah disumpah.

2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat

3. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh yang bervggendalam hal ini oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menemsddah satu unsur
formil sebagaimana tersebut diatas, maka ia beuhéikk menentang (menolak)
Surat Paksa tersebut, yang dalam hukum dik&aket Penolakan verzet)
terhadap Surat Paksa ini yang tidak memenuhi pextsya formal diajukan
kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat dimand wajiak berdomisili atau

berkedudukan.
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2.1.5.4 Penanggung Pajak dan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang atau badan yang namamngantem didalam
Surat Ketetapan Pajak, sedangkan penanggung pdg#haorang atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran utang.phgdk yang bertanggung
jawab atas utang pajak tidak hanya wajib pajakptebasa juga oleh orang
lain/badan yang lain. Artinya selain yang tercantmamanya dalam Surat
Ketetapan Pajak, dapat pula ditunjuk penanggungkplinnya yang ditunjuk
oleh Undang-Undang

Mulyo Hadi (2001:26) menuliskan wajib pajak dan g@eggung pajak

sebagai berikut:

Wajib Pajak Penanggung Pajak

Pengurus, termasuk orang yang
nyata-nyata berwenang ikut

1. Badan 1. menentukan kebijaksanaan atau
mengambil keputusan dalam
perusahaan.

) Badan dalam pembubaran atau 5 Orang/badan yang dibebani

’ pailit ' dengan pemberesan.
Salah seorang ahli waris pelaksana

3. Warisan yang belum dibagi 3. wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya.

4. AQaK yeng felurmide ez 4. Oleh Wali atau pengampuannya.

yang berada dalam pengampuan

2.1.5.5 Penyitaan

Menurut Usndang-undang Nomor 19 Tahun 2000 terfPamggihan Pajak
dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat 1, tujuan pemytedah memperoleh jaminan
pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Qlednk itu, penyitaan dapat
dilaksanakan terhadap semua barang Wajib Pajakanggung Pajak, baik yang

berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat cké@dun Wajib Pajak atau
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Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yanguyasaannya berada di
tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan meduokiah barang
bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitgaat ddaksanakan langsung
terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanaayit@an terhadap barang
bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, JurusitakP#jiak menjumpai barang
bergerak yang dijadikan objek sita, atau barangdyak yang dijumpainya tidak
mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jilkendingkan dengan utang

pajaknya.

2.1.5.6 Pelelangan

Setelah disita, bila penanggung pajak belum juglumasi utang pajaknya,
maka sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sefajgal pelaksanaan Surat
Perintah Pelaksanaan Penyitaan (SPMP), pejabat guneakan pengumuman
lelang. Jika sekurang-kurangnya 14 hari setelalgygreoman lelang Wajib Pajak
tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakydedlaksanaan lelang di kantor

Lelang Negara.

2.2 KerangkaTeoritis

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nggagadigunakan
untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rdkgilahesia. definisi pajak
itu sendiri Menurut Mardiasmo (2006:1) adalah sebhagrikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas ndmsndasarkan Undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa tifkoatraprestasi) yang
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langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan unteknbayar pengeluaran
umum.

Melihat begitu pentingnya pajak bagi negara inikenpemerintah melalui
Direktorat Jendral Pajak menempuh upaya-upaya untakningkatkan
penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaank pdi@gmpuh dengan
ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajdkmeriksaan dan penagihan
pajak merupakan salah satu cara yang ditempuh fidelis dalam rangka
intensifikasi pajak. Pengertian dari intensifikgsjak itu dalam Surat Edaran
Dirjen  Pajak: SE-06/PJ.09/2001 adalah “kegiataninmglisasi penggalian
penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pgaalg telah tercatat atau
terdaftar dalam administrasi Direktorat JendrabRaj

Dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibalgdr Wajib Pajak,
Indonesia menganigelf assesment systeMalamself assesment systemajib
pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menipagkan, membayar
dan melaporkan pajaknya sendiri. Hal ini tentu saganberikan kemudahan bagi
wajib pajak dalam mengurus masalah pajak. Landas&nomnya diatur dalam
Pasal 12 Undang-Undang No.6 tahun 1983 Jo. Undauigtyy No.28 tahun 2007
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Namun kemudahan yang diberikan pemerintah kepad@ Wajak dalam
mengurus pajak sering menemui kendala dan hambhtnini dikarenakan
tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak yang masih rand2leh karena itu dalam
pelaksanaan self assesment perlu dilakukan penegakan hukum guna

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Panca Kurnia2@@: ix). Pilar-pilatow
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enforcement sendiri antara lain pemeriksaan paj#kx audit) dan penagihan
pajak(tax collection)

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baikkumieningkatkan
tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal mauputerial dari peraturan
perpajakan, yang tujuan utamanya adalah untuk njiedgn meningkatkartax
complianceseorang Wajib Pajak (Diaz Priatara 2000:24). Diankepatuhan ini
akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut PER MentuaKgan No.122
Pasal 1 dan 2 tentang Tata Cara Pemeriksaan &igidh:

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengiatd) keterangan, daya/atau
bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profedi berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan peraenukewajiban
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam ramgkiksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan dari pemeriksaan itu sendiri disamping untoleningkatkan
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan ini bertujuama puntuk meningkatkan
penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilandathm perlakuan
perpajakan diantara sesama wajib pajak. Dengan rgesaan diharapkan wajib
pajak dapat memahami peraturan perpajakan yangakberidan segera
memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesaladedam melaporkan kewajiban
perpajakannya apabila hasil pemeriksaan menunjukidanya kekurangan
pembayaran pajak ataupun kekeliruan dalam melakyd@aporan ataupun
perhitungan.

Fenomena yang ada di Indonesia menunjukkan tifgi@dtuhan dari wajib

pajak masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belaptimalnya penerimaan pajak
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yang tercermin dariax gapdantax ratio, Permasalahan kepatuhan disebabkan
karena adanya perlakuan yang tidak adil, prosedupapkan yang terlalu
komplek, serta adanya peraturan yang kurang tegamga menimbulkan
ketidakpastian dan menjadi timbulnya ketidakpatudtenn diri Wajib Pajak, selain
itu ketidakpatuhan bisa juga dikarenakan oleh kymga kesadaran Wajib Pajak
untuk menjalankan kewajiban perpajakan, sehinggeaate sadar para Wajib
tersebut melakukan penggelapan atau penyelundugak. pJntuk memperkecil
permasalahan yang timbul terhadap permasalah tdrseiaka salah satu
upayanya adalah melalui pelaksanaan pemeriksaak, pgghingga diharapkan
dalam upaya tersebut dapat meningkatkan kepatulzgib Wajak.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan produk haeiheriksaan,
dimana SKP ini juga menunjukkan sejumlah pemeriksaamg telah dilaksanakan
atau telah diselesaikan. Pemeriksa sendiri tiapntaya diberikan target untuk
melaksanakan sejumlah pemeriksaan, dan pemeriksaam dilakukan terlihat
dari jumlah SKP yang telah dikeluarkan oleh pensariajak tersebut. Semakin
banyak pemeriksaan yang dilakukan kepada WajibkPdjasusnya Pengusaha
Kena Pajak (PKP), maka dapat dikatakan pengawashadap kepatuhan PKP
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesafaassassment systgika
semakin banyak maka akan semakin baik. Pengawasakan berdampak pada
kepatuhan PKP, dan kepatuhan dalam melaksanakaajibaw perpajakan akan
berpengaruh kepada penerimaan, dalam hal ini peaan Pajak Pertambahan

Nilai.
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Melihat itu semua dapat dikatakan bahwa kegiaemeuiksaan melalui
hasil pemeriksaan yang memiliki kekuatan hukum p&kan sarana yang
berguna membantu pengamanan negara, karena dtgpdiaangkan jika tidak
dilakukannya pemeriksaan pastinya jumlah pajak yaagih kurang dibayar oleh
wajib pajak pasti tidak akan diketahui, dan berbpaar kerugian negara yang
akan timbul akibat ketidakpatuhan dari wajib pagisebut.

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskiisk memaksa
Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewamjipajaknya. Sebab
Undang-Undang menurut sanksi-sanksi pidana fipeghk) sanksi administrative
yang kususnya diatur oleh Undang-Undang No 19 taB000 termasuk
wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitahadap harta bergerak
atau tetap wajib pajak. Salah satu cara yang dikuiskus untuk memaksa
wajib pajak untuk mematuhi dan melaksankan kewajiga adalah dengan
penagihan menggunakan surat paksa.

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sangat, ku@mberikan
kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukamy sama dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatskunhutetap (Moeljo
Hadi:21). Menurut penjelasan atas UU No.19 tahuf02@ntang penagihan
dengan Surat Paksa, penagihan pajak yang dilakasansécara konsisten dan
berkesinambungan merupakan wujudw enforcementuntuk meningkatkan
kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagib\Rajak dimana pada
gilirannya kepatuhan untuk melunasi tunggakan pggalg telah jatuh tempo itu

akan meningkatkan penerimaan pajak. Surat paksapaidean alat untuk menagih
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tunggakan pajak yang memaksa, karena jika tidaknddi dalam jangka waktu
2x24 jam maka akan dilakukan penyitaan. Biasanyjibwajak akan takut jika
terjadi penyitaan, karena hal in dapat menyebabkdibilitasnya hancur.
Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam pgae ini:

Bagan 2.1

Kerangka Pemikiran

Usaha Peningkatan Penerimaan Atas Pajak Pertambahan Nilai

A 4

Intensifikasi

/\

Pemeriksaan Pajak Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa

A 4 A

Menguji Kepatuhan Wajib Memiliki Kekuatan Hukum
Pajak Melalui Mekanisme Yang Memaksa
Pemeriksaan

A 4 A 4

Meningkatkan Kepatuhan Meningkatkan Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam Wajib Pajak dalam melunasi
Menjalanakan Kewajiban hutang pajaknya

Perpajakannya

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
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Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka paredigenelitian ini

adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Pajak (X1)

Penerimaan PPN

Penagihan Pajak Dengan (Y)
Surat Paksa (X2)

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (1999:51) merupakan lp@anasementara
terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkdmisdedan kerangka
pemikiran yang dijelaskan di atas, maka hipotesingydapat diambil dalam
penelitian ini yaitu : Berdasarkan hal diatas,yfemmenduga bahwa pemeriksaan
pajak, dan kepatuhan atas penagihan dengan sukaf ferpengaruh secara
positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan diiliantor Pelayanan Pajak

Pratama Bandung Cicadas.
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